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BAB 11
TINJAUN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hibah
1. Pengertian Hibah

Hibah atau pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam
pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada
umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada
saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan
suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi
maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan
para pihak dan tidak melihat status individunya.*®

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang laindengan
tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada
kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan
pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana
wasiat diberikan sesudah sipewasiat meninggal dunia. Adapun unsur—unsur hibah
sebagai berikut:*®

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma.
Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud

untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

*Muhammad Nur, Hibah Dalam Tinjauan KHI, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, him. 65
% Afandi, Hibah dalam Hukum Islam, Kencana, Jakarta, 2020,hIm. 66
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5.

6.

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah,
baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda
bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.

Hibah tidak dapat ditarik kembali.

Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris

Meskipun hibah sebagai perjanjian sepihak yang menurut rumusannya dalam

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat ditarik kembali,

melainkan atas persetujuan pihak penerima hibah, akan tetapi dalam Pasal 1688

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik

kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu: +°

1.

2.

Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.

Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu
melakukan kejahatan lain terhadap penghibah.

Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada
penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Apabila penarikan atau penghapusan hibah ini terjadi, maka segala

macam barang Yyang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada

penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang

tersebut. Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersumber pada

Pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si

“Afandi, Hukum Waris Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, him. 120
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penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma—cuma dan dengan tidak dapat
ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah
yang menerima penyerahan itu. Undang—Undang tidak mengakui lain—lain hibah
selain hibah- hibah diantara orang—orang yang masih hidup, dan dalam Pasal 1667
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa hibah hanyalah
mengenai benda—benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda—benda yang
baru akan ada kemudian hari maka hibahnya adalah batal.

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian
“dengan cuma- cuma” (dalam bahasa Belanda : “om niet”) dimana perkataan
dengan cuma- cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja,
sedang pihak yang lain tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai imbalan.
Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” (unilateral)
sebagai lawan dari perjanjian ’bertimbal balik” (bilateral). Perjanjian yang banyak
tentunya adalah bertimbal balik, karena yang lazim adalah bahwa orang
menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.
Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. *

Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari,
maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan ketentuan ini
maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan
suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang

mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua

*Ajib M, Perbedaan antara Hibah dan Wasiat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019,
him. 44
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adalah tidak sah. Hibah Tanah sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah (Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1997), bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris, hibah
tanah yang tidak dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum, mereka
yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya dibawah tangan, tetapi proses di
Kantor Pertanahan harus dibuat dengan akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta
Tanah).*

Hibah tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997,
harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu,
dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan,
karena dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 ditentukan bahwa untuk
objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda
bergerak) maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani
Notaris. Diatur dalam Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
ditunjuk berbunyi : “Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh
atau surat-surat penagihan hutang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan
lain tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belanda
kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima

pemberian itu atas nama sipenerima hibah”. Kekuatan hukum akta hibah terletak

“2_utfi, Notaris dan PPATK, Kencana, Jakarta, 2012, him. 65
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pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut
undang-undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan
dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai
alat pembuktian. Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam
Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu hibah tidak dapat ditarik
kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut:*®

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah
dilakukan,

2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan
kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu
kejahatan lain terhadap si penghibah,

3. Jika menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah
penghibah jatuh dalam kemiskinan,

Namun demikian, tidak diatur dengan jelas batasan jumlah harta/benda/barang
yang dapat dihibahkan sehingga juga perlu melihat bagian kedua dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal-pasal yang memuat ketentuan
tentang batasan legitime portie.

Pengertian hibah tidak terlepas dari pengaruh suatu hukum, sebab
konsepsi mengenai hibah itu sendiri adalah perwujudan—perwujudan yang

beraneka ragam sifatnya. Hibah yang mempunyai arti pemberian yaitu suatu

“3A,Manan, Aneka Penerimaan Hibah Dan Wasiat, Cinta Buku Media, Jakarta, 2019,
Him. 89
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persetujuan pemberian barang yang didasarkan rasa tanggung jawab antar sesama

dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun.

2. Subjek dan Objek Hibah

Hibah adalah perjanjian dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan

cuma- cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberi sebuah benda kepada

penerima hibah yang menerima pemberian itu. Berkaitan dengan hibah ini,

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:*

1.

Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika
hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada
penerima hibah.

Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta
notaris, maka hibah batal.

Hibah antara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika
yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau

mabhal.

Dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:

a.

Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma.
Artinya, tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud

untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

*A, Pilot, Hibah dan Subjek Hibah, PT.Intermasa, Jakarta, 1979, him. 65



Ieinlerad

yuopuj Ip nyjej1aq suei

uedunA

wnyop ueyisnqLisipuau uep

1 U2

Y1 p3uou |

Bl

EIE[ID ED

yip ledep uep Su

eaunuada:

suepad neje ers

\ Il.:l"""‘l

ey ueres

|l'-‘._1."

I"":I‘_w u

Nnsas

] UeSuap 1e

dip ey

opuf 1p

p ‘ueniauad

ue

ueduap ue:

I2quins uejunjueduatu

mnuad 1

p UeqIsSnqLisipuau neje

JINIUN TUT UaWnyo

Swoy uenin)

] [RISI

ocUBUaMmI2q yeyid

fuepun-Suepun ISunpupq widiD ey

e.

f.

Objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah,
baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda
bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.

Hibah tidak dapat ditarik kembali.

Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. %

Perjanjian sepihak karena hanya satu pihak yang memberikan prestasi (sipemberi

hibah) tidak memberikan kontraprestasi. Perjanjian sepihak ini ditunjukkan

dengan kata cuma-cuma artinya pihak penerima hibah ada dua motif, motif tidak

melakukan peranan penting, baik motif sebagai dorongan untuk memberikan

sesuatu kepada orang lain maupun motif yang kurang baik.

Dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek

hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak

sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi

tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum,

mereka-mereka itu adalah:

1. orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur;

2. orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila);

3. Wanita dalam perkawinan.

Objek hibah salah satu nya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah. Tanah

LIS RIPU] WES] SEISIIATU[)

mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mengingat

**Abdul Gofur, Hibah dan Hukumnya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, him. 120
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Indonesia masih merupakan Negara agraris, sehingga kepastian keberadaan tanah

haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana

dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk

memanfaatkannya. Obyek hibah adalah benda-benda atau barang—barang yang

diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam

perjanjian hibah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang

dibedakan menjadi dua yaitu:*®

1. Barang Tidak Bergerak Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:

a.

b.

Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.

Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.

Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam
tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang
tambang seperti batubara, sampah bara dan sebagainya selama
benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.

Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang
berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.

Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan airdari
rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang

tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.

*®Ali Zainudin, Hibah dan Hukum Waris Islam, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, him. 65
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2. Barang bergerak Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat
berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat yang
lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda
tersebut sebagai satu kesatuan.

b. Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan
atas barang tidak bergerak.

3. Cara Memperoleh Hibah

Di dalam hukum positif, mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666-Pasal
1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian hibah terdapat dalam
Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu persetujuan,
dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma,
tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima
penyerahan barang itu.Syarat dan tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:*’

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum,
kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ketujuh dari buku
kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata).

*'Sudargo Gautama, Hibah dalam UUHukum Perdata, Kencana, Jakarta,2016, him.
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2. Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya
disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat
mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima
oleh si penerima hibah (Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

4. Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada dibawah
kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan
kekuasaan orang tua (Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata).

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris
sebagaimana yang disebutkan diatas, namun, setelah lahirnya Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus
dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mengenai bentuk,isi
dan cara pembuatan akta-akta PPAT (termasuk akta hibah) terdapat dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 8 Tahun
2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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4. Cara Hapusnya Hibah

Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
suatu hibah tidak dapat ditarik kembali. Penghibahan tidak boleh diperjanjikan
sejak semula dan penghibah tidak dapat menarik hibahnya tanpa izin penerima
hibah. Penarikan kembali suatu hibah hanya dimungkinkan apabila terdapat
persetujuan antara kedua belah pihak, hal ini berbeda dengan hibah wasiat yang
sewaktu-waktu dapat dicabut, atau ditarik kembali selama pewaris masih hidup.
Penarikan suatu hibah dimungkinkan apabila terdapat persetujuan antara kedua
belah pihak karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal
1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa
semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. *

Persetujuan—persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan
sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu. Penarikan suatu hibah dimungkinkan
apabila terdapat persetujuan antara kedua belah pihak karena hal ini sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-
persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah

pihak atau karena alasan—alasan yang oleh undang-undang

*®3antidelina, Penghapusan Hibah, Kencana, Jakarta, 2010, him. 89-90
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dinyatakan cukup untuk kemungkinan itu. Kemungkinan itu diberikan dalamPasal
1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa tiga hal, yaitu: *°

1. Apabila penerima hibah tidak memenuhi syarat — syarat yang

ditentukan dalam penghibahan Maksud dari ketentuan diatasadalah

bahwa ada syarat dalam penghibahan yang tidak terpenuhi oleh

penerima hibah, misalnya bahwa sipenerima hibah merupakan orang

yang tidak cakap hukum untuk dapat menerima suatu penghibahan,

Suepun-Suepun) 1Sunpuriqy vdi) ey

atau bahwa si penerima hibah belum/tidak ada pada saat
penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan).

2. Jika si penerima hibah telah terlibat bersalah atau memberikan
bantuan tindak pidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau
berupa kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan
hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran.
Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat ditarik kembali
oleh penerima hibah, apabila pihak penerima hibah telah melakukan
perbuatan- perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal
perbuatan yang dapat mengancam keselamatan dan jiwa dari si
pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar
undang—-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

3. Apabila si pemberi hibah jatuh miskin, dan sipenerima hibah enggan

memberi bantuan nafkah kepadanya. Pemberi nafkah dalam hal ini

“Ibid

LISRIpU] WR[S] SBIISIIAII[)
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bukan merupakan kewajiban dan jumlahnya tidak ditentukan, akan

tetapi adalah patut memberi nafkah sebagai balas budi yang

didasarkan pada kelayakan sebagai ucapan terima kasih kepada si

pemberi hibah.
Pemberi hibah berhak dan dapat menarik kembali hibahnya dari si penerimahibah,
apabila di kemudian hari pemberi hibah menghadapi penurunan di dalam kondisi
perekonomiannya dan penerima hibah enggan/menolak untuk memberikan
bantuan nafkah kepadanya, walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah
kepada pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan,
tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta
rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Berdasarkan
ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dalam pasal 1688 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa suatu hibah dapat ditarik
kembali dengan hal-hal tertentu yang lebih difokuskan kepada pelanggaran
ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerimahibah, dan sipemberi hibah diberi
kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya terhadap
penerima hibah.
B. Tinjauan Umum Tentang PengangkatanAnak

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Tuhan yang

Maha Esa. Oleh karena itu anak sebagai amanah dari Tuhan harus senantiasa
dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, dan negara karena didalam diri

anak melekat hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang
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termuat dalam UUD 1945 dan konvensi PBB tentang hak-hak anak atau dikenal
sebagai UNHCR (United Nations Convention on the Rights of the Child), UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang
hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga,
masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap
anak. Pengangkatan atau adopsi anak menurut pengertian agama dan adat istiadat
dalam masyarakat memiliki dua pengertian :>

1. Adopsi anak adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh dan
dididik dengan penuh perhatian, kasih sayang, dan diperlakukan
oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri tanpa memberi
status anak kandung kepadanya,

2. Adopsi anak adalah mengambil anak orang lain untuk diberi
status sebagai anak kandung sehingga anak tersebut berhak
memakai nasab (pertalian keluarga) orang tua angkatnya dan
mewarisi harta peninggalannya serta hak-hak lainnya selayaknya
hubungan anak dengan orangtua

Secara terminologis ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian

pengangkatan anak antara lain adalah sebagai berikut:
1. Menurut Wahbah Az-Zuhaidi pengangkatan anak adalah
pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak

yang jelas nasab-nya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya

*Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 12
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Dalam pengertian lain adalah seorang laki-laki atau perempuan
yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya
padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua
kandungnya. Pengertian anak seperti demikian jelas bertentangan
dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak
kepada orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan. >
Menurut Bushar Muhammad, pengertian pengangkatan anak, ambil
anak, ataupun anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam
hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan
diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang
semula hal tersebut tidak ada padanya®

Menurut  Mahmud  Syaltut. Beliau berpendapat bahwa
pengangkatan anak adalah tindakan seseorang untuk mengangkat
anak yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain,
kemudian ia perlakukan anak tersebut sama dengan anak
kandungnya, baik dari kasih sayang maupun biaya hidup, tanpa
merubah status anak tersebut **

Menurut Hilman Hadikusuma, mengatakan bahwa pengangkatan

anak adalah mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh

lWahbahal-Zuhaili, Al Figh Al-Islami Wal-Adillatuhu, Juz9, Daral Fikral Mu'ashir,

Beirut , 2014,him .271

*>Muhammad Muhyial-Din Abdul Hamid, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fi Al-Syari‘ah Al

Islamiyah, Maktabah Muhammad Ali Shohib, Mesir, 2013), him. 386.

him, 33.

53Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat. Pradnya Paramita, Jakarta, 2013,
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orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat setempat
dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan
atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga>
5. Imam Sudiyat, ia mengatakan bahwa pengangkatan anak atau
adopsi adalah perbuatan memungut seorang anak dari luar kedalam
kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang sama dengan
ikatan kewangsaan biologis™
6. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa adopsi atau pengangkatan
anak merupakan suatu proses di mana seseorang diangkat untuk
menduduki status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak
untuk dijadikan anggota suku atau seseorang mengangkat selir
untuk dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya™
Pandika menyatakan bahwa pada mulanya, pengangkatan anak dipandangsemata-
mata sebagai cara untuk melanjutkan keturunan dimana akibat-akibat
pengangkatan anak demikian mendalam sehingga memutuskan hubungan antara
anak angkat dengan orang tua asalnya (adoptio plena). Seiring dengan
perkembangan fungsi pengangkatan anak itu sendiri, anak angkat tidak lagi
dianggap seratus persen sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya, melainkan
hanya menimbulkan akibat yang terbatas, misalnya sekedar menimbulkan
hubungan pada pemeliharaan dan pendidikan saja (adoptio minus plena)
» **Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Fajar Griyallmu, Jakarta, 2013, him.

>*Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas,cetll, Liberty Yogyakarta, 2013, him 102.
*®Sperjono Soekanto, Kamus Hukum Adat, cetl: Alumni, Bandung, 2014, him 15
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Pada saat ini, pengangkatan anak tidak hanya dilakukan demi memenuhi
kebutuhan atau kepentingan dari para calon orang tua angkat namun lebih
difokuskan pada kepentingan calon anak angkat. Ketentuan pengangkatan anak
bukan hanya diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai
pengangkatan anak, namun juga diperlukan untuk menjaminan kepentingan calon
anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan
pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan peluang
pada anak untuk hidup lebih Sejahtera. Selain itu, pengaturan pengangkatan anak
juga diperlukan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar
pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan motif yang jujur (genuine) dan
kepentingan anak terlindung.>

Secara yuridis, yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu
perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan
orang tua, wali yang sah, atau oranglainyangbertanggungjawabatasperawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang
tua angkat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang
haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah,
atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan
membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Terakhir, yang dimaksud

dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat,

*’Zolla Andre Pramono dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Adopsi) (Jurnal Privat Law, Vol. 8, No. 2, 2020).
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mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang undangan
dan adat kebiasaan. Teknis pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalamPeraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
(selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Pengangkatan
Anak).>

Pada pokoknya, ketentuan ini menyatakan bahwa pengangkatan anak
bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat
kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila
seluruh syarat yang ditentukan dalam peraturan ini tidak dipenuhi oleh calon
orang tua angkat dan calon anak angkat maka suatu pengangkatan anak tidak
boleh di laksanakan. Sebagaimana hakikatnya, pembahasan pengangkatan anak
tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan anak. Perlindungan anak
merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam
meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara, orangtua, keluarga,
dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta untuk
melindungi hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan *°. Terdapat beberapa pertimbangan subjektif dari sisi anak,

mengapa anak memerlukan perlindungan, antara lain :*

%Nurma Puspita Wati Tambunan dan Syawal Amri Siregar, “Perkembangan Pengaturan
Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia” Jurnal Retentum, Vol. 2, No. 2, 2020

®Redi,A., & Chandra,L. (2022,April). Juridical Analysis Towards the Position of
Children Born Out of Wedlock Based on Case Decision Number 1/Pdt. P/2018/Pa. (TICASH
2021) (pp. 538-544). Atlantis Press

®Alghiffari Agsa dan Isnur Muhammad, "Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan
Dengan Hukum", 2012.
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1. Biaya untuk melakukan pemulihan (recovery) akibat kegagalan
dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi, jauh lebih tinggi
dari biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh
perlindungan;

2. Anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas
perbuatan (action) ataupun tidak dilakukannya perbuatan (action) dari
pemerintah maupun kelompok lainnya;

3. Anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam
pemberian layanan publik;

4. Anak tidak memiliki hak suara dan tidak mempunyai kekuatan lobby
untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah;

5. Anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan
penataan hak-hak anak;

6. Anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.

Salah satu bentuk jaminan terhadap perlindungan anak dalam proses
pengangkatan anak adalah dengan diterapkannya seluruh syarat-syarat
pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pelaksanaan
Pengangkatan Anak. Hal ini didasarkan pada latar belakang dari diberlakukannya
peraturan pemerintah tersebut, yang mana berdasarkan penjelasan umum,
dikarenakan banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas
pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa

melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah
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terjadi jual beli organ tubuh anak. Dengan demikian, dengan dijadikannya
peraturan ini sebagai pedoman, diharapkan dapat mencegah terjadinya
penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan
kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Dari
peneliti sendiri mengartikan pengertian dari pengangkatan anak adalah suatu
perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan
orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang
tua angkat. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak yang menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan
hak anak tanpa membedakan etnik, budaya dan bahasa.®*

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas
disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah tindakan mengambil anak orang
lain untuk dipelihara, dididik, disayangi, dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya,
agar tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Peraturan
Yang Mengatur Mengenai Pengangkatan Anak yaitu: %

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979
tentang Pengangkatan Anak tanggal 7 April 1979. Dalam SEMA

tersebut tidak terdapat mengenai definisi pengangkatan anak

*'Hamid Sarong, Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia, Kencana,
Jakarta, 2016, him. 340
%2M.Solly, Peraturan Pengangkatan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, him. 230
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secara rinci hanya saja mengatur mengenai prosedur

pengangkatan anak;

. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983

tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang
Pengangkatan Anak tanggal 22 November 1983. SEMA ini
merupakan lanjutan dari Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 vyang isinya berupa
penyempurnaan dari prosedur pengangkatan anak di SEMA
sebelumnya, sehingga tidak diatur pula mengenai pengertian
pengangkatan anak;

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor:41/HUK/KEP/V11/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perizinan Pengangkatan Anak tanggal 14 Juni 1984. Bahwa
dalam keputusan menteri sosial tidak terdapat pengertian
pengangkatan anak dan hanya ada kumpulan petunjuk untuk
melaksanakan perizinan pengangkatan anak yang mana syarat-
syarat pengangkatan anak harus dipenuhi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak tanggal 22 Oktober 2002. Dalam Undang-Undang ini juga

tidak terdapat pengertian pengangkatan anak, namun yang diatur
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dalam Undang-Undang ini adalah tujuan pengangkatan anak dan
pemenuhan hak-hak sebagai anak angkat;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
anak tanggal 17 Oktober 2014. Dalam Undang-Undang ini tidak
terdapat pengertian pengangkatan anak, namun Undang-Undang
ini membahas tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2003 yang mana perubahan tersebut terdiri atas
melengkapi isi pasal dan menambahkan isi pasal yang mana
terdiri  dari tujuan pengangkatan anak, pihak-pihak
pengangkatan anak, dan mengenai pelaksanaan pengangkatan
anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 3
Oktober 2007. Dalam aturan ini pengangkatan anak
didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengalihkan
seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang
sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam

lingkungan keluarga orangtua angkat;

. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak,

tanggal 8 Februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa
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10.

bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias.
SEMUA ini hanya mengatur tentang pengangkatan anak saat
setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang
Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, dan tidak mengatur
tentang definisi pengangkatan anak;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama,
dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa
Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-
usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
berdasarkan Hukum Islam, namun untuk definisi pengangkatan
anak tidak dijelaskan dalam aturan ini;

Penetapan pengangkatan anak berdasarkan kompilasi Hukum
Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal
pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan,
dalam penetapan tersebut tidak terdapat pengertian
pengangkatan anak, tapi hanya mengatur tentang anak angkat
dan hak-hak anak angkat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap.
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Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan
untuk menjamin terpenuhinya hak-hak serta kewajiban anak agar dapat hidup
tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,
dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakikatnya adalah amanah
dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang
perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat
pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang
yang mengatur tentang hak dan kewajiban anak angkat tersebut terdapat dalam
Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 antara lain: ®

a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.

c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan

orang tuanya.

®Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesia Raja Grafindo Persada, Jakarta, , 2015, him. 68-70.
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Berhak untuk mengetahui orang tua nya, dibesarkan dan diasuh
orang tuanya sendiri.

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka
anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani social sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan
minat dan bakatnya.

Khususnya untuk anak yang menyandang cacat juga berhak
memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang
mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan
khusus.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasi
sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi
perkembangan diri.

Setiap anak berhak menyatakan didengar pendapatnya, menerima,

mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan



reaniesad

UOpU] Ip nyepIaq su

ueduu

WNYOp ueyIsngrisipuaw uep

I u2

IEIR[ID ES

yip 1edep uep St

71 edur) ue

un

eSunud

_']..‘l.._\| 1P)E [RIS

rpipuad

un

jey ueied

3[0q:

PNSas

| ueSuap

| ) YeH

opufy Ip B«

b BT

ep ‘ueniuad

ued

ue3uap

ueyuwnjuedsuaul

muad ep

eAU

ueyIsngLisipuaul n

U1 uauwm

103 uenl

[els

IeuamIaq yeymd 1

Suepun-Suepun) 1Sunpurpq vidiD ey

LIS RIPU] WES] SEISIATUN)

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai
kesusilaan dan kepatutan.

k. Setiap anak yang dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak
manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi,
kekejaman, kekerasan penganiayaan, dan ketidakadilan.

I. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, terdapat Undang-
Undang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab

tersebut yang diatur pada Bab IV mulai Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 antara

lain:**
a) Menghormati orang tuanya, wali, dan guru;
b) Mencintai keluarga dan menyayangi teman;
c) Mencintai tanah air dan Negara;
d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

C.Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah
Tanah dalam pengertian yuridis menurut UUPA adalah permukaan
bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, yang berbatas,

berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Urip Santoso menyatakan

*Andi Syamsu Alam dan Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Raja
Grafindo Persada, Jakarta , 2015, him 219.
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bahwa: Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang
haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang
dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas
tanah itu digunakan untuk kepentingan bangunan (non pertanian), sedangkan
perkataan “mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu
digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya untuk
kepentingan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.®®

Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan hak atas tanah dari
pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru secara sah berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai peralihan
hak atas tanah dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan bahwa:
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,
tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.®

Berdasarkan atas ketentuan tersebut maka jenis-jenis peralihan hak atas
tanah dapat disebabkan karena adanya Jual beli, Tukar menukar, Penghibahan,
dan Hibah wasiat. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah

adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak

%Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2010, hal. 82
®®Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 pasal 37 ayat 1 Tentang Pendaftaran Tanah
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dari subyek hukum yang satu ke subyek hukum lainnya, sehingga menyebabkan
kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut. Ada beberapa macam
peralihan Hak Atas Tanah menurut KUHPerdata diantaranya berupa, Jual beli,
Tukar menukar, Penghibahan, dan Hibah wasiat. Berikut adalah penjelasan dari
macam-macam peralihan Hak Atas Tanah:®’

a. Jual Beli

Pengertian jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang
satu berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang
lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Peralihan hak
atas tanah dapat beralih dan dialihkan, beralih dalam arti berpindahnya hak atas
tanah karena pewarisan, sedangkan dialihkan adalah berupa jual-beli, tukar
menukar, penghibahan, dan hibah wasiat.

Sedangkan, pengertian jual-beli dalam hukum Barat sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal
37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah (selain risalah lelang, jika peralihan
haknya melalui lelang) bahwa hak atas tanah dan bangunan sudah beralih kepada
pihak lain. AJB dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau
camat untuk daerah tertentu yang masih jarang terdapat PPAT. Secara hukum,

peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak bisa dilakukan dibawah tangan.

% Azhar Basyir, Peralihan Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 123
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Dalam KUHPerdata Pasal 1457, 1458 dan 1459 menyatakan bahwa jual beli tanah
adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah
ditentukan. Pada saat kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat, maka jual
beli dianggap telah terjadi, walaupun tanah belum diserahkan dan harga belum
dibayar. Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ditemukan ketentuan yang menyebutkan syarat sah suatu perjanjian, yakni Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada empat syarat yang harus dipenuhi
supaya suatu perjanjian sah, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.
Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai
orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua
syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai
perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.
Apabila keempat syarat tersebut telah terpenuhi maka terjadi hubungan hukum
yang mengikat para pihak dalam lalu lintas keperdataan. Kesepakatan dalam
perjanjian adalah kesepakatan yang bulat, seiya sekata di antara para pihak.

Kesepakatan itu dapat terbentuk karena landasan yang bersifat umum yang
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dikeluarkan negara dalam bentuk undang-undang ataupun landasan yang murni
disepakati oleh para pihak. Menurut Subekti, kesepakatan adalah hal yang paling
substansial dalam perjanjian, dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal
pokok dari perjanjian tersebut.

b. Tukar menukar

Menurut pasal 1541 KUHPerdata, tukar menukar adalah suatu perjanjian
dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan
suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain. ®*Dalam
perjanjian hak atas tanah, ada pembeli yang membayar sejumlah uang dan ada
penjual yang menyerahkan hak atas tanahnya, maka dalam tukar menukar, satu
pihak yang mempunyai hak atas tanah menukarkan dengan tanah atau barang
kepada pihak lain.

Tukar menukar sama halnya dengan pengertian jual-beli, yakni pihak
yang mempunyai hak atas tanah itu menyerahkan tanahnya untuk selama-lamanya
dan sebagai gantinya ia menerima tanah yang lain atau barang lain dari orang
yang menerima tahan yaitu dan sejak penyerahan itu. Jadi tegasnya, bukan suatu
perjanjian saja. Sama halnya dengan jual beli, maka tukar menukar atau harus
dilakukan dihadapan PPAT dengan membuat satu akta tukar menukar, yang
selanjutnya dengan kata itu didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

setempat untuk mendapatkan sertifikat.

%8Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1541 Tentang Tukar Menukar
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c. Penghibahan

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah suatu perjanjian
dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan
tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si
penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Pada dasarnya setiap orang
dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/menerima hibah, kecuali
penerima hibah tersebut oleh undang — undang dianggap tidak cakap untuk
melakukan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta
merta terjadi pada saat tanah diserahkan oleh pemberi hibah kepada penerima
hibah. Berdasarkan Pasal 37 PP Nomor24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa
peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT
yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1684 KUHPerdata dinyatakan bahwa penghibahan yang
diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami, barang yang dihibahkan
tersebut tidak dapat diterima. Pada Pasal 1685 KUHPerdata ditetapkan bahwa
penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang masih berada dibawah
kekuasaan orang tua, barang yang dihibahkan tersebut harus diterima oleh orang
tua yang menguasai penerima hibah tersebut. Sama halnya dengan penghibahan
kepada orang-orang di bawah perwalian dan pengampuan, barang Yyang
dihibahkan tersebut harus diterima oleh wali atau pengampu dengan diberi kuasa
oleh Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1672 KUHPerdata, pemberi hibah berhak

mengambil kembali barang yang telah dihibahkan apabila penerima hibah
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dan keturunan-keturunannya meninggal lebih dulu daripada si pemberi hibah,
dengan ketentuan telah dibuatnya perjanjiannya yang disepakati oleh kedua belah
pihak.
d. Hibah Wasiat

Ketentuan Hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang
lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang
bergerak maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat AktaTanah
“PPAT”) pada saat pemberi hibah masih hidup. Dalam hal ini yang dihibahkan
adalah Tanah (barang tidak bergerak. Maka prosesnya harus dilakukan dihadapan
PPAT. Berbeda dengan hibah, hibah-wasiat merupakan suatu pemberian yang
dinyatakan ketika yang member itu masih hidup, tetapi pelaksanaannya yang
memberi itu meninggal dunia. Selama orang yang memberi itu masih hidup, ia
dapat menarik kembali (membatalkan) pemberiannya. Perbuatan hukum ini
merupakan bagian dari Hukum Kewarisan, yang dikenalbaik dalam Hukum Adat,
Hukum Islam maupun Hukum Barat.

Dalam Hukum Adat dan Hukum Islam bisa dilakukan secara lisan
walaupun ada juga yang dilakukan secara tertulis. Sementara itu dalam Hukum
Barat dilakukan secara tertulis, yang dikenal dengan nama Legaat. Hibah wasiat
hak atas tanah tidak perlu dilakukan dihadapan PPAT. Tetapi didaftarkan ke
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Pengertian Pendaftaran Hak Atas

Tanah guna menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, disatupihak
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UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan Pendaftaran Tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia, dan di lain pihak UUPA mengharuskan para
pemegang hak yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanahnya.

Sehubungan dengan pendapat K.Wanjik Saleh yang menyatakan bahwa:
37 “Pasal 19 UUPA ditujukan kepada Pemerintah untuk melaksanakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah merupakan
kewajiban pemerintah sebagai penguasa tertinggi terhadap tanah milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan, setiap peralihan, hapusanya dan pembebanannya
dengan hak-hak lain harus didaftarkan adalah merupakan kewajiban bagi yang
mempunyai hak-hak lain harus didapatkan adalah merupakan kewajiban bagi yang
mempunyai hak-hak tersebut, dengan maksud agar mereka mendapat kepastian
hukum tentang haknya itu”)

Pendaftaran yang berisikan sejumlah dokumen yang berikatan yang
merupakan sejumlah rangkaian dari proses yang mendahului sehingga satu bidang
tanah terdaftar, termasuk pula prosedur apa yang harus dilakukan dan demikian
pula hal-hal apa saja yang menghalangi pendaftaran tersebut ataupun larangan-
larangan bagi para pejabat yang bertanggung jawab dalam pendaftaran tanah

tersebut



